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Abstract 

 

This research  aims to analyze the influence of Tax Service Quality, Tax Sanctions, and Tax Payment 

Motivation on Taxpayer Compliance. The methods used are descriptive analysis and statistical 

analysis. Questionnaires were distributed to 200 taxpayers at the Muara Teweh Primary Tax Office. 

The analysis results show that the Standardized Coefficients Beta value for the Tax Service Quality 

variable is higher than the other independent variables, at 0.742. The T-test yielded a significance 

value of 10.058 > 2.65, thus accepting the third hypothesis. The F-test also showed significant results 

with an F-calculated value of 138.847 > F-table 2.65. Simultaneously, Tax Service Quality, Tax 

Sanctions, and Motivation to Pay Taxes significantly influence Taxpayer Compliance. The 

Standardized Coefficients Beta values are as follows: Tax Service Quality (0.742), Tax Sanctions 

(0.476), and Motivation to Pay Taxes (0.545). Tax Service Quality contributes 68% to Taxpayer 

Compliance, while the remaining 32% is influenced by other variables outside the scope of this study. 

The coefficient of determination (R²) is 0.680. 

Keywords: Service Quality, Tax Sanctions and Motivation to Pay Taxes. 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kualitas 

pelayanan perpajakan, sanksi pajak, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh. Data primer dikumpulkan dari 200 wajib pajak 

melalui survei kuesioner, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif dan statistik. Temuan utama 

dari studi ini adalah bahwa kualitas pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang paling 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana diindikasikan oleh nilai Standardized 

Coefficients Beta sebesar 0,742. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh sanksi 

pajak (0,476) dan motivasi membayar pajak (0,545). Secara simultan, hasil Uji F dan Uji T 

mengonfirmasi bahwa ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

68% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh model ini (R² = 0,680), sementara 

32% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian. 

 

 

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Motivasi Membayar Pajak. 
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PENDAHULUAN 

 

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi 

wajib yang disetorkan oleh individu dan badan 

usaha kepada negara, yang berfungsi sebagai 

sumber pembiayaan utama untuk mendukung 

berbagai program pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan, pembayaran 

pajak merupakan manifestasi dari kewajiban 

dan hak warga negara dalam membiayai 

pembangunan nasional. Namun, realitanya, 

tingkat kepatuhan wajib pajak masih 

menghadapi tantangan. Beberapa pihak 

menunjukkan keengganan untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya, bahkan tidak jarang 

terjadi tindakan penyelewengan yang 

merugikan keuangan negara. Sebagai 

konsekuensinya, wajib pajak yang tidak patuh 

akan menghadapi sanksi, baik dalam bentuk 

administratif maupun pidana, sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Dengan demikian, 

kepatuhan dan ketepatan waktu dalam 

pembayaran pajak sangat esensial untuk 

meminimalkan risiko sanksi dan memastikan 

kelancaran pembangunan yang berkelanjutan. 

 

Sistem perpajakan di Indonesia secara 

fundamental menerapkan prinsip self-

assessment, di mana wajib pajak diberi 

kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan 

jumlah pajak yang terutang kepada otoritas 

pajak. Prinsip pemungutan pajak ini juga 

dilandasi oleh Asas Keadilan (Equality), yang 

menekankan bahwa beban pajak harus 

proporsional dengan kemampuan dan 

penghasilan wajib pajak, serta memastikan 

tidak adanya perlakuan diskriminatif. 

Berdasarkan pandangan Eliyani (2006, dalam 

Amalia dkk., 2016), kepatuhan wajib pajak 

dapat didefinisikan sebagai kesediaan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan, seperti 

melaporkan pajak secara sukarela, akurat, dan 

tepat waktu, tanpa adanya intervensi paksa dari 

otoritas pajak. Kendati demikian, realitas 

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib 

pajak di Indonesia masih menjadi tantangan. 

Sebagai contoh, data dari tahun 2015 

menunjukkan bahwa dari 110 juta angkatan 

kerja, hanya sekitar 9,92 juta wajib pajak orang 

pribadi yang melaporkan SPT tahunannya, 

yang merefleksikan rasio kepatuhan pelaporan 

yang sangat rendah, yaitu hanya 9,8% 

(Ariyanti, 2015). 

 

Salah satu strategi utama untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah 

dengan memaksimalkan kualitas pelayanan 

perpajakan. Upaya ini melibatkan optimalisasi 

sarana, prasarana, dan sistem informasi, serta 

pengembangan kompetensi dan 

profesionalisme pegawai untuk berorientasi 

pada pelayanan publik. Peningkatan kualitas 

pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan 

kepuasan wajib pajak sebagai penerima 

layanan. Menurut Supadmi (2009, dalam 

Prabawa, 2012), kepuasan ini memiliki 

implikasi positif terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak, yang menunjukkan adanya 

korelasi antara pelayanan yang baik dan 

kepatuhan yang tinggi. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 

tertari meneliti tentang “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan 

Motivasi Membayar Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Muara Teweh” 
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KAJIAN LITERATUR 

 

Kualitas Pelayanan 

 

Kualitas layanan adalah evaluasi 

pelanggan terhadap suatu layanan yang 

diberikan, yang mengukur seberapa baik 

layanan tersebut memenuhi kebutuhan, 

keinginan, dan ekspektasi mereka. Suatu 

organisasi dianggap berhasil ketika produk 

atau jasa yang ditawarkan mampu selaras atau 

bahkan melebihi harapan konsumen. Indikator 

utama dari kualitas layanan adalah tingkat 

kepuasan pelanggan, di mana layanan 

dianggap baik jika memenuhi ekspektasi, 

memuaskan jika sesuai dengan harapan, dan 

sangat memuaskan jika melampaui harapan 

tersebut. Dengan kata lain, kualitas layanan 

merupakan perbandingan antara persepsi 

pelanggan terhadap layanan yang mereka 

terima dengan ekspektasi mereka sebelumnya. 

 

Riyanto (2018:119) menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa indikator yang 

memengaruhi kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Reliability (Keandalan) 

Kemampuan perusahaan dalam 

memberikan layanan yang tepat dan dapat 

dipercaya, meliputi ketepatan waktu, 

konsistensi, sikap simpatik, serta akurasi 

tinggi sesuai harapan pelanggan. 

2. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Kebijakan perusahaan adalah memberikan 

layanan cepat dan tepat, dengan informasi 

jelas, arahan memadai, serta sikap sopan 

dan ramah, karena keterlambatan dapat 

menurunkan persepsi kualitas pelayanan. 

3. Empathy (Empati) 

Memberikan perhatian tulus dan personal 

kepada pelanggan dengan memahami 

keinginan dan kebutuhan spesifik mereka, 

serta menyediakan waktu layanan yang 

nyaman. 

4. Tangibles (Bukti Fisik) 

Aspek ini mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan 

yang optimal, yang dapat diamati dan 

dirasakan langsung oleh pelanggan. 

Indikatornya meliputi kondisi fisik 

bangunan, ketersediaan fasilitas, 

penggunaan peralatan teknologi, serta 

penampilan karyawan. 

5. Assurance (Jaminan) 

Kemampuan perusahaan dalam 

memberikan rasa aman dan kepastian 

kepada pelanggan yang ditunjukkan 

melalui sikap sopan santun karyawan, 

komunikasi yang baik, serta pengetahuan 

yang memadai, sehingga dapat 

menumbuhkan kepercayaan konsumen. 

Sanksi Pajak 

Tjahjono (2005) menjelaskan bahwa 

sanksi pajak adalah bentuk hukuman yang 

dijatuhkan kepada wajib pajak atau pejabat 

yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan perpajakan, baik yang diakibatkan 

oleh kesengajaan maupun kelalaian. Peran 

utama dari sanksi ini adalah untuk menjamin 

kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi yang 

berlaku dan sekaligus bertindak sebagai alat 

pencegahan (deterrence) agar pelanggaran 

norma perpajakan tidak berulang. Dengan kata 

lain, sanksi pajak memiliki dua fungsi: fungsi 

represif untuk menegakkan hukum dan fungsi 

preventif untuk mencegah ketidakpatuhan. 

Mulyati & Ismanto (2021) menyebutkan 

bahwa indikator sanksi perpajakan meliputi: 

1. Pengenaan sanksi terhadap keterlambatan 

dalam pelaporan maupun pembayaran 

pajak, 

2. Tingkat pelaksanaan sanksi, 

3. Penerapan sanksi sebagai sarana untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, 

4. Penghapusan sanksi yang juga dapat 

mendorong peningkatan kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Motivasi Membayar Pajak 

Motivasi membayar pajak didefinisikan 

sebagai dorongan internal yang menggerakkan 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
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perpajakannya. Dorongan ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor internal dan eksternal, seperti 

interaksi dengan aparat pajak, lingkungan 

kerja, dan pengaruh sosial dari teman atau 

kerabat. Menurut Husen Abdul Ghoni (2012), 

motivasi wajib pajak dapat diukur 

menggunakan sejumlah indikator spesifik. 

1. Motivasi Intrinsik 

a. Kejujuran wajib pajak memegang 

peranan penting dalam keberhasilan 

sistem self-assessment, yang menuntut 

tingkat kejujuran yang tinggi dari wajib 

pajak agar tujuan penerimaan pajak 

dapat tercapai secara optimal. 

b. Kesadaran wajib pajak didefinisikan 

sebagai tingkat pemahaman dan 

kepedulian individu terhadap kewajiban 

perpajakan mereka. Tingkat kesadaran 

ini memiliki hubungan positif dan 

signifikan dengan kepatuhan wajib 

pajak; semakin tinggi kesadaran, 

semakin besar kemungkinan individu 

untuk patuh dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya, dan sebaliknya. 

c. Keinginan membayar pajak merupakan 

manifestasi dari kesadaran wajib pajak 

yang didukung oleh kemauan kuat untuk 

menunaikan kewajiban perpajakannya 

secara sukarela. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

a. Dorongan dari aparat pajak dilakukan 

melalui sosialisasi agar masyarakat 

memahami fungsi pajak dalam 

pembangunan negara. 

b. Pengaruh lingkungan kerja, teman, atau 

kerabat, di mana interaksi sosial dapat 

mendorong individu untuk 

menyesuaikan diri dengan norma 

kelompok. Jika berada di lingkungan 

yang taat pajak, individu cenderung ikut 

taat, begitu pula sebaliknya. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan 

sebagai tingkat kesadaran seseorang dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam 

sistem self-assessment, kepatuhan sukarela 

menjadi prinsip fundamental, sebab wajib 

pajak bertanggung jawab penuh untuk 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak 

terutang secara akurat dan tepat waktu. 

Khasanah (2014) mengidentifikasi beberapa 

indikator yang relevan untuk mengukur tingkat 

kepatuhan pajak. 

1. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan 

pendaftaran diri, 

2. Kepatuhan dalam mengembalikan Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

3. Kepatuhan dalam menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar pajak 

terutang. 

4. Kepatuhan dalam melaporkan dan 

melunasi tunggakan pajak. 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan dilaksanakan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh, Jalan 

Ahmad Yani No. 167, Kelurahan Lanjas, 

Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito 

Utara, Kalimantan Tengah (kode pos 73814). 

Populasinya mencakup 200 wajib pajak 

terdaftar, dan semua dijadikan sampel 

menggunakan teknik Simple Random 

Sampling. 

 

Kerangka Berfikir 
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Hipotesis  

H1 : Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi 

Pajak dan Motivasi Membayar Pajak 

berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara 

Teweh.  

H2 : Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi 

Pajak dan Motivasi Membayar Pajak 

berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara 

Teweh.  

H3 : Adanya pengaruh variabel yang dominan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara 

Teweh. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan 

melalui kuesioner, yaitu teknik pemberian 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk memperoleh jawaban sesuai 

kondisi mereka. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Tabel 

Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 

 
 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel, nilai Durbin Watson 

diperoleh sebesar 1,900. Jika merujuk pada 

distribusi tabel Durbin Watson dengan jumlah 

variabel (k) = 3, jumlah sampel (N) = 200, dan 

tingkat signifikansi 5%, maka nilai du adalah 

1,7990. Dengan demikian, karena nilai du 

(1,7990) < DW (1,900) < (3 – du = 1,201), 

dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini 

tidak mengalami gejala autokorelasi. 

 

Tabel 

Uji Parsial (uji-t) 

 
 

 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil uji pada tabel, thitung 

variabel Kualitas Pelayanan lebih tinggi dari 

ttabel (10,058 > 1,972) dengan signifikansi 

0,000 (< 0,05). Thitung variabel Sanksi Pajak 

juga lebih besar dari ttabel (9,381 > 1,972) 

dengan signifikansi 0,000 (< 0,05). Sedangkan 

thitung variabel Motivasi Membayar Pajak 

lebih kecil dari ttabel (-8,509 < 1,972) tetapi 

tetap signifikan (0,000 < 0,05). 

 

Tabel 

Uji Signifikan Simultan (Uji-f) 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel, hasil uji F secara 

simultan menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

sebesar 138,847 dengan tingkat signifikansi 

0,000. Sementara itu, nilai Ftabel sebesar 2,65. 

Karena Fhitung > Ftabel (138,847 > 2,65) dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05, dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan, variabel Kualitas 

Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Motivasi 

Membayar Pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Tabel 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 

 

 

1. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,680, 
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yang mengindikasikan bahwa Kualitas 

Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Motivasi 

Membayar Pajak secara simultan 

berkontribusi sebesar 68% dalam 

menjelaskan variabilitas Kepatuhan Wajib 

Pajak. Sementara itu, 32% sisanya 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di 

luar model penelitian ini. Nilai koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,825 menunjukkan 

adanya hubungan yang kuat antar 

variabel. 

2. Standard Error of Estimate (SEE) 

digunakan untuk mengevaluasi akurasi 

model regresi. Nilai SEE pada penelitian 

ini sebesar 1,204, yang mengindikasikan 

bahwa semakin kecil nilai tersebut, 

semakin akurat model dalam memprediksi 

variabilitas variabel dependen. 

3. Hasil penelitian menunjukkan koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,825, yang 

mengindikasikan adanya hubungan yang 

kuat dan positif antara variabel Kualitas 

Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Motivasi 

Membayar Pajak secara simultan dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP 

Pratama Muara Teweh. 

2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP 

Pratama Muara Teweh. 

3. Motivasi Membayar Pajak tidak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP Pratama Muara Teweh. 

4. Secara simultan, Kualitas Pelayanan, 

Sanksi Pajak, dan Motivasi Membayar 

Pajak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 

Muara Teweh. 

Saran 

1. Instansi pajak perlu terus meningkatkan 

kualitas pelayanan, termasuk kenyamanan 

dan fasilitas, untuk mendorong kepatuhan 

wajib pajak. 

2. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi 

perpajakan secara rutin dan menyeluruh 

agar pengetahuan wajib pajak meningkat 

dan kepatuhan bertambah. 

3. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di sekolah 

atau kampus, tetapi juga di tempat umum, 

misalnya melalui kegiatan hiburan di 

lingkungan masyarakat, agar penyampaian 

informasi lebih menarik dan tidak 

membosankan. 

4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan 

variabel independen maupun dependen lain 

yang berpotensi memengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. 

5. Disarankan untuk memperbesar jumlah 

populasi dan sampel pada penelitian 

selanjutnya agar hasilnya lebih representatif 

dan dapat digeneralisasikan ke populasi 

yang lebih luas. 
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